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Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap
sebagal biaya (cost) atau beban (expense) dalam menjalankan usaha. Biaya pajak akan menurunkan laba
setelah pajak (after tax profits), tingkat pengembalian (rate of returns), dan arus kas (cash flows).
Minimalisasi beban pajak kemudian dilakukan perusahaan dengan melakukan suatu perencanaan pajak (tax
planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pagjak
supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.
Upaya yang demikian kerap disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance).

Di banyak negara, penghindaran pajak dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable
tax avoidance) dan yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance). Perbedaan keduanya timbul dari
motivasi st Wajib Pgjak, atau dari ada tidaknya moral hazard dari Wajib Pajak. Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku saat ini belum memberikan definisi yang
jelas mengenai penghindaran pajak (tax avoidance), penghindaran penghindaran pajak yang diperbolehkan
(acceptable tax avoidance), penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance), dan
penyelundupan pajak (tax evasion). Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dan
otoritas pajak, sehingga tidak terdapat kepastian hukum. Dari sudut pandang Wajib Pajak, mereka akan
berpendapat bahwa sepanjang perbuatan tax avoidance yang mereka lakukan tidak dilarang, maka hal
tersebut sah-sah saja (legal). Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menghasilkan kajian preskriptif.

Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membuat Peraturan Umum Anti Penghindaran Pajak
atau General Anti Avoidance Rule (GAAR) yang terintegrasi dalam Undang-undang Pajak Penghasilan,
yang memberikan definisi mengenai tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance,
dan tax evasion demi mencapai kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pagjak, karena tax avoidance sering
disalahgunkan untuk hal-hal yang merugikan penerimaan negara. Selain itu, perlu segera dikeluarkan
peraturan-peraturan pelaksanaan akan Peraturan Khusus Anti Penghindaran Pajak atau Specific Anti
Avoidance Rule (GAAR) yang dimiliki Indonesia dalam Pasal 18 UU PPh, dan tersebar pada pasal-pasal
lainnya seperti Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (1).
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Every companies can deem the income tax as cost or expense in running the business. Tax will decrease
after tax profits, rate of returns, and cash flow. The company then try to minimize their burden of tax by
doing what so called "tax planning”. Commonly, the tax planning make reference to process of cooking
business and transactions, so the tax duty is minimum amount, but still in tax regulation-frame. That kind of
process is frequently called "tax avoidance”.
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In many countries, tax avoidance is distinguished into "acceptable tax avoidance”" and "un acceptable tax
avoidance'. Thelr difference depends on taxpayer's motivation, or from wether or not there is moral hazard.
Law No. 36 of 2008 abourt Income Tax has not given clear definition about tax avoidance, acceptable tax
avoidance, unacceptable tax avoidance, and tax evasion. This creates a different interpretation between
taxpayer and tax authority, and makes no legal certainty. Taxpayer will have anotion that as far asno
forbidden in tax avoidance, then that processislegal. This study is a normative study which results a
prescriptive study.

The study gives some advices that Indonesia has to make a General Anti-Avoidance Rule (GAAR) that is
integrated in Indonesian Income Tax Law. GAAR will give some definitons about tax avoidance, acceptable
tax avoidance, unacceptable tax avoidance, and tax evasion, so that the legal certainty can be achieved.
Otherwise, there is a need to create the implementation regulation for Indonesian Specific anti-Avoidance
Rule (SAAR), which is attached in article 4 par. 1, article 4 par. 3, article 6 par. 1, and article 18 of Income
Tax Law.



